
 

 

 
 
 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KOTA BATU 
NOMOR  3  TAHUN  2017 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH 

TAHUN  ANGGARAN  2017 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA  BATU, 
 
 

Menimbang : bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang  

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  

Keuangan  Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  

2004  Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang  

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 

tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4027); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  

tentang  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang  

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 

tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5372);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864);  

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
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Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 255); 

32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 81); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana 

Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
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Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah;  

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai 

Tembakau;  

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional; 

42. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/B); 

43. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2010 Nomor 1/B); 

44. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2010 Nomor 2/B); 

45. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor  4  Tahun 2010 

tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2010 Nomor 3/B); 

46. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor  5  Tahun 2010 

tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2010 Nomor 4/B); 

47. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2010 Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah 
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dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/B); 

48. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2010 Nomor 6/B); 

49. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/C); 

50. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/C); 

51. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Raya 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 

3/C); 

52. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2010 Nomor 7/B); 

53. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/C); 

54. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan 

Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 

2010 Nomor 6/C); 

55. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 

2011 Nomor 1/B); 

56. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2011 Nomor 1/E); 

57. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/E); 

58. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 

2/A);  
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59. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/D); 

60. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 

Nomor 2/B);  

61. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/C); 

62. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E); 

63. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu 

Kepada PT Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2012 Nomor 4/A);  

64. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah 

Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017 (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 3/E); 

65. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Tahun Anggaran 2016 

Nomor 5/D); 

66. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 

6/E); 

67. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan 

Terbatas Batu Wisata Resource (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2016 Nomor 7/A); 

68. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Batu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2016 Nomor 8/A); 

69. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor 

1/A); 

70. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2017 

Nomor 2/A); 
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Dengan persetujuan bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  BATU 
 

dan 
 

WALIKOTA BATU 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 

berubah dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan:   

a. Semula Rp.    822.180.107.664,00  

b. Bertambah/(Berkurang) Rp.      37.811.400.413,69  

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan                  Rp.    859.991.508.077,69 

   

2. Belanja:   

a. Semula  Rp.     844.813.121.972,00  

b. Bertambah/(Berkurang)  Rp.       83.394.107.095,49      

Jumlah Belanja Setelah Perubahan                          Rp.   928.207.231.067,49 

Surplus/Defisit Setelah Perubahan                        Rp.    (68.215.722.989,80) 
   

3. Pembiayaan:   

a. Penerimaan    

       1) Semula  Rp.       25.633.014.308,00  

       2) Bertambah/(Berkurang) Rp.       46.622.708.681,80  

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan            Rp.      72.255.722.989,80   

b. Pengeluaran   

         1) Semula  Rp.         3.000.000.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.         1.040.000.000,00                       

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan           Rp.        4.040.000.000,00 

   

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan           Rp.      68.215.722.989,80 

 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan      

Setelah Perubahan                                                   Rp.                           0,00 

 

Pasal  2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri        

dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah     

        1) Semula  Rp.    124.057.978.289,00   

         2) Bertambah/(Berkurang) Rp.      21.807.592.917,69        

Jumlah Pendapatan Asli Daerah  

Setelah Perubahan                                         Rp.    145.865.571.206,69 
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b. Dana Perimbangan 

1) Semula Rp.    627.807.267.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.        4.519.373.000,00  

Jumlah Dana Perimbangan  

Setelah Perubahan                                         Rp.    623.287.894.000,00 
 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 
 

1) Semula Rp.       70.314.862.375,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.       20.523.180.496,00        

Jumlah Lain-lain Pendapatan                          

 yang Sah Setelah Perubahan                          Rp.      90.838.042. 871,00 
 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pendapatan Pajak Daerah   

1) Semula Rp.     101.325.000.000,00  

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp.        4.791.664.136,00  

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan         Rp.    106.116.664.136,00 

 

b. Hasil Retribusi Daerah   

1) Semula Rp.      7.639.973.391,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.                          0,00     

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan    Rp.       7.639.973.391,00 

 
 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

1) Semula Rp.      2.152.462.133,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.         208.335.863,69         

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  

yang Dipisahkan Setelah Perubahan               Rp.        2.360.797.996,69 

 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

 

1) Semula Rp.    12.940.542.765,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.    16.807.592.918,00     

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  

yang Sah Setelah Perubahan                          Rp.      29.748.135.683,00 

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  

1)  Semula Rp.       59.603.619.000,00   

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.        1.162.383.000,00      

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak  

Setelah Perubahan                                           Rp.       60.766.002.000,00 

 

b. Dana Alokasi Umum 

  

1) Semula Rp.     480.460.016.000,00   

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.               5.680.499,00       

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan   Rp.    474.779.517.000,00 
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c. Dana Alokasi Khusus 

1) Semula Rp.     87.743.632.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp.             1.257.000,00)        

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan  Rp.      87.742.375.000,00 

 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pendapatan Hibah   

1) Semula Rp.                            0,00        

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.                            0,00        

Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan   Rp.                            0,00       

 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya  

1) Semula Rp.       49.851.231.375,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.       13.620.800.496,00        

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan  

Pemda Lainnya Setelah Perubahan                  Rp.      63.472.031.871,00 

 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  

1) Semula Rp.       18.852.611.000,00     

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.         7.500.000.000,00                       

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  

Setelah Perubahan                                            Rp.      26.352.611.000,00                 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 

1) Semula Rp.        1.611.020.000,00        

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.          (597.620.000,00)         

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau  

Pemerintah Daerah Setelah Perubahan              Rp.        1.013.400.000,00 

 

Pasal  3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 angka 2 terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung   

1) Semula Rp.     429.014.767.575,00     

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.         3.473.359.750,49  

Jumlah Belanja Tidak Langsung  

Setelah Perubahan                                         Rp.    432.488.127.325,49 

  

b. Belanja Langsung 

  

1) Semula Rp.     415.798.354.397,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.       79.920.749.345,00  

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan  Rp.    495.719.103.742,00 

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai   



Halaman 13 dari 16 hlm... 

 

1) Semula Rp.     296.052.036.575,00     

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.        (3.607.029.849,51)  

          Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan    Rp.    292.445.006.725,49 

 

b. Belanja Bunga 
  

1) Semula Rp.                              0,00        

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.                              0,00        

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan       Rp.                           0,00       

 

c. Belanja Subsidi 
  

1) Semula Rp.                            0,00        

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.                            0,00        

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan      Rp.                           0,00 

 

d. Belanja Hibah 
  

1) Semula Rp.       73.281.077.400,00     

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.         1.377.099.600,00       

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan       Rp.      74.658.177.000,00 
 

e. Belanja Bantuan Sosial   

1) Semula Rp.        7.660.360.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.        4.313.290.000,00       

Jumlah Belanja Bantuan Sosial  

Setelah Perubahan                                       Rp.        11.973.650.000,00 
   

f.  Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 

1) Semula Rp.         8.656.890.400,00       

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.                            0,00       

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan  Rp.        8.656.890.400,00 
   

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintahan 

Desa dan Parpol 

1) Semula Rp.       42.364.403.200,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.            390.000.000,00       

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan  

Setelah Perubahan                                         Rp.      42.754.403.200,00 
  

h. Belanja Tidak Terduga   

1) Semula Rp.         1.000.000.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.         1.000.000.000,00                

Jumlah Belanja Tidak Terduga  

Setelah Perubahan                                          Rp.       2.000.000.000,00 

  

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai   

1) Semula Rp.       50.656.573.381,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.         2.619.887.038,00  

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan    Rp.      53.276.460.419,00 
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b. Belanja Barang dan Jasa   

1) Semula Rp.     197.287.494.617,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.       53.553.423.185,00      

Jumlah Belanja Barang dan Jasa  

Setelah Perubahan                                            Rp.    250.840.917.802,00 

  

c. Belanja Modal   

1) Semula Rp.     167.854.286.399,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.       23.747.439.122,00  

       Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan        Rp.    191.601.725.521,00 

   

Pasal  4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri 

dari jenis pembiayaan: 

a. Penerimaan sejumlah   

1)  Semula Rp.       25.633.014.308,00     

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.       46.622.708.681,80       

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan           Rp.      72.255.722.989,80 

  

b. Pengeluaran sejumlah   

1) Semula Rp.         3.000.000.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.         1.040.000.000,00                    

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan          Rp.        4.040.000.000,00      

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 

sejumlah 

1) Semula Rp.       25.633.014.308,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.       46.622.708.681,80        

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya  

Setelah Perubahan                                         Rp.     72.255.722.989,80 
 

b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah:  

1) Semula Rp.                             0,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.                             0,00  

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah 

Setelah Perubahan                                       Rp.                            0,00 

  

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan: 

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah   

1) Semula Rp.                            0,00  

2) Bertambah /(Berkurang) Rp.                            0,00  

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan  

Setelah Perubahan                                       Rp.                            0,00 

   

b. Penyertaan Modal Daerah sejumlah  

1) Semula Rp.        3.000.000.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.        1.040.000.000,00                      

 Jumlah Penyertaan Modal Daerah  

Setelah Perubahan                                       Rp.        4.040.000.000,00 
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c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah   

1) Semula Rp.                           0,00  

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp.                           0,00  

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang  

yang jatuh tempo setelah Perubahan             Rp.                            0,00 

   

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah   

1. Semula Rp.                           0,00  

2. Bertambah/ (Berkurang) Rp.                            0,00  

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi  

Daerah Setelah Perubahan                              Rp.                          0,00  
 

 
Pasal  5 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang 

terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 

untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara;  

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 

Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah T.A. 2017; 

8. Lampiran  VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

Daerah T.A. 2017; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah T.A. 2017; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Lain-lain T.A. 2017; 

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan T.A. 2016 yang 

belum diselesaikan dan tidak dianggarkan kembali 

dalam T.A. 2017; 

12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah T.A. 2017; dan 

13. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan T.A. 2017. 
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Pasal  6 
 

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

 

Pasal  7 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Batu. 

      
 

    Ditetapkan di Batu 

          pada tanggal 28 September 2017 
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